
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Menimbang 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 

diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Muna; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Muna tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 

Pengedalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Muna; 

b. kualitas peningkatan rangka 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Kabupaten Muna; 

bahwa dalam 

a. Mengingat 

BUPATI MUNA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA 

PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR SS- TAHUN 2022 

BUPATI MUNA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

·~ 
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Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang 

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 

6757); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Indonesia Nomor 6573); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 

2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah; 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bapati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna. 
2. Bupati adalah Bupati Muna. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian 

Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada 

Kementerian/ L/ PD; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna 

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran 

Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2); 

14. Peraturan Bupati Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna 

(Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 6); 
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Pasal 2 

(1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas 

penyelenggaraan kegiatan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Muna. 

(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerin tahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan 

berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan 

_pelaksanaannya. 

(3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk 

mem berikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya 

efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan Kabupaten Muna keandalan pelaporan 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Muna. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna. 

7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Muna. 

8. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna yang selanjutnya disebut Inspektorat 

adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern 

pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati. 

9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Muna. 

10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutn disingkat SPIP 

adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh 

di lingkungan Pemerintah Daerah. 

11. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP, adalah Petunjuk Pelaksanaan 

atas Peraturan Bupati Muna tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat 

kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan Pengintegrasian seluruh 

aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa 

seluruh unsur APIP telah terbangun dalam program/Perangkat Daerah 

dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan. 
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Pasal 4 

(1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan 

oleh Sekretaris Daerah. 

(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun 

sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh 

Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP. 

(3) Ketentuan lembih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan 

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

Pasal 3 

(1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib 

menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 

yang meliputi unsur: 

a. lingkungan pengendalian; 

b. penilaian resiko; 

c. kegiatan pengendalian; 

d. informasi dan komunikasi; dan 

e. pemantauan pengendalian intern. 

(2) Uraian dan pengaturan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sesuai dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

(3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perangkat 

Daerah. 

BAB II 

PENYELENGGARAAN SPIP 

ketaatan keuangan, pengamanan aset daerah, dan 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

• 
• 
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Pasal 8 

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai dengan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 7 

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan 

oleh Inspektorat. 

(2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. audit; 

b. reviu; 

c. evaluasi; 

d. pemantauan; dan 

e. kegiatan pengawasan lainnya. 

fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah. 

efektivitas 

Pasal 6 

( 1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas 

penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerjanya masing-masing. 

(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan 

BAB III 

PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP 

Pasal 5 

(1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan 

Togas SPIP Pemerintah Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan personil dan tugas pokok Satuan 

Togas SPIP Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

• 
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55" BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NO MOR . 

Ditetapkan di Raha 
pada tanggal 6 - C:,- 2022 

Diundangkan di Raha 
padatanggal 2022 

SEKRETARIS DAERAH, 

BAG1AN HUKUM 
PEMGELOLA 

-·l;,;:~~m-~--- ··-·· L---1 
A:,ISTEN ------""'------+---- 

I 
RAF KOORDINASI' 

/_S_ATUAN KERJA PARAF/TGL 
. SEKDA KAB. MUNA 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Muna. 

Pasal 9 

Peraturan Bupati Muna ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 


